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MODUL 1

A. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan

Setelah mempelajari modul ini, diharapkan mahasiswa mampu menguraikan

pengertian, tujuan dan manfaat AKK, dibagi dalam beberapa subbab, yaitu:

1. Pengertian Kebijkan Publik

2. Perumusan Kebijakan Publik

B. Uraian dan Contoh
1. Konsep Kebijakan Publik

1.1 llmu Kesehatan Masyarakat

Menurut  Winslow (1920) seorang ahli kesehatan masyarakat
mendefinisikan kesehatan masyarakat (public health) adalah ilmu dan seni
mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui

usaha-usaha pengorganisasian masyarakat untuk:

¢ meningkatkan sanitasi lingkungan

¢ mengendalikan infeksi menular

¢ pendidikan secara individual dalam hal hygiene perorangan

e mengorganisasikan pelayanan medis dan perawatan untuk tercapainya
diagnosis dini dan terapi pencegahan terhadap penyakit. Pengembangan

sosial kearah adanya jaminan hidup yang layak dalam bidang kesehatan.

Dengan cara mengorganisasikan hal tersebut di atas, maka akan
memungkinkan setiap warga untuk menyadari dalam hidupnya di bidang kesehatan
dan kehidupan. Berdasarkan difinisi tersebut di atas, maka terlihat bahwa ternyata

Ilmu Kesehatan Masyarakat itu menyangkut sebuah kompleksitas yang amat dalam
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sekali, namun sebenarnya tidak tidak mudah bagi seseorang untuk memahami limu

Kesehatan Masyarakat.

Berdasarkan definisi IKM menurut Winslow dapat disimpulkan bahwa
kesehatan masyarakat mempunyai dua aspek teoritis (ilmu atau akademik) dan
praktis (aplikatif). Kedua aspek ini masing-masing mempunyai peran dalam
kesehatan masyarakat. Dari aspek teoritis kesehatan masyarakat perlu didasari dan
didukung dengan hasil-hasil penelitian. Artinya dalam penyelenggaraan pelayanan
kesehatan masyarakat (aplikasi) harus didasarkan pada temuan-temuan (evident
based) hasil kajian ilmiah (penelitian). Sebaliknya kesehatan masyarakat juga harus
terapan (applied) artinya hasil-hasil studi kesehatan masyarakat harus mempunyai

manfaat bagi pengembangan program.

Menurut Prayitno (1994) dalam pandangan yang sempit mungkin dapat
dikatakan bahwa llmu Kesehatan Masyarakat itu adalah ilmu yang mempelajari
sehat dan sakit saja, dan dalam arti yang luas ternyata Ilmu Kesehatan Masyarakat
adalah ilmu yang lebih menitikberatkan penanganan kasus-kasus pada upaya-upaya
pencegahan, bukan pada upaya kuratif, sebab dalam IKM dikenal adanya 5 tahap
pencegahan (The Five Level of Prevention) yang terdiri atas :

e Upaya Promotive (meningkatkan pemahaman kesehatan)

e Upaya Preventive (miningkatkat upaya pencegahan penyakit)

e Upaya Protective (meningkatkan perlindungan terhadap penyakit)
e Upaya Curative (upaya penyembuhan terhadap penyakit)

e Upaya Rehabilitative (upaya pemulihan)

Dengan demikian bila menyimak 5 tahap tersebut di atas, maka terlihat
bahwa sebenarnya yang diutamakan adalah upaya-upaya non kuratif atau upaya non
medik, sebagai contoh adalah upaya promotif yang secara nyata lebih mudah, lebih

murah dan dapat dilakukan oleh siapa saja, artinya tidak memerlukan dokter.

Kedua, upaya preventif atau upaya pencegahan, sebagai contoh adalah
anjuran mencuci tangan sebelum makan, anjuran mandi 2 kali sehari, anjuran
mengurangi konsumsi kolesterol pada penderita Hiperkolesterol, dan sebagainya,

maka terlihat adanya perbedaan yang nyata antara upaya promotif dan preventif.
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Ketiga, upaya protektif, adalah upaya perlindungan terhadap risiko yang
mengancam status kesehatan, diantaranya adalah pemakaian sabuk pengaman,

masker, baju kerja, celana kerja, helm atau topi kerja, dan sejenisnya.

Keempat, Curative atau kuratif atau upaya pengobatan. Sebenarnya terkait
dalam hal-hal ini adalah istilah Early Detection and Prompt Treatment yaitu deteksi
dini terhadap adanya penyakit dan adanya penanganan atau pengobatan yang
setepat-tepatnya. Dengan demikian dalam hal ini yang diharapkan adalah perlunya
monitoring terhadap pekerja atau penduduk atau calon penderita yang dilakukan
jauh sebelum vyang bersangkutan menderita sakit secara klinis, sehingga
penanganan terhadap penyakit yang disandangnya itu tidak perlu diberikan saat

penderita telah parah penderitaannya.

Kelima, Rehabilitative atau rehabilitatif atau upaya pemulihan adalah upaya
tertentu yang dilakukan agar penderita dimungkinkan meng-alami tahap kembali
seperti semula sebelum menderita penyakit dan dimungkinkan untuk dikembalikan

ketengah-tengah masyarakat lagi.

1.2 Administrasi Kebijakan Kesehatan

Administrasi  kebijakan kesehatan dalam disipilin ilmu kesehatan
masyarakat berasal dari definisi pengertian ilmu kesehatan masyarakat menurut
Winslow dari Yale University pada tahun 1920. Rumusan ilmu kesehatan

masyarakat tersebut adalah:

“Public Health is the science and art of preventing disease, prolonging life,
and promoting physical and mental health and efficiency through
organized community efforts for the sanitatation of the environment, the

control of community infections, the education of individual.....”

Bagian dari kalimat dalam konsep ilmu kesehatan masyarakat menurut
Winslow yang merupakan dasar dari administrasi kebijakan kesehatan adalah
“eas through organized community efforts...... ” yang berarti bahwa upaya
kesehatan masyarakat perlu dilaksanakan melalui masyarakat yang terorganisir
(Budioro, 2002).
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Konsep ini menunjukkan bahwa upaya — upaya kesehatan masyarakat yang
meliputi pelayanan kesehatan secara komprehensif: promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif harus dikelola secara terorganisir. Konsep pengorganisasian upaya
kesehatan masyarakat menjadi dasar kedudukan administrasi kebijakan kesehatan

dalam ilmu kesehatan masyarakat.

Administrasi kesehatan mengandung dua pengertian yang terkandung
didalamnya, yaitu admnistrasi dan kesehatan. Kedua kata tersbut mengandung
pengertian yang berbeda. Batasan yang perlu dipelajari pertama adalah admnistrasi.

Konsep admnistrasi merupakan bagian dari keilmuan ekonomi manajemen.

Pengertian admnistrasi : administrasi berasal dari bahasa latin, terdiri dari
kata “ad” yang berarti “intensif” dan “ministrate” yang berarti “melayani”
sehingga secara etimologis maka administrasi berarti melayani secara intensif.

Beberapa batasan administrasi menurut para pakar ekonomi antara lain:

e Administrasi adalah upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan
mempergunakan orang lain (George R Terry)

e Admnistrasi adalah suatu proses upaya untuk mencapai tujuan tertentu dapat
dilaksanakan dan diawasi (social science encyclopedia).

e Administrasi adalah pengorganisasian dan pengarahan sumberdaya manusia
dan materi untuk mencapai tujuan yang diinginkan (John m. Pfiffner)

e Admnistrasi adalah pembimbingan, kepemimpinan dan pengawasan usaha-
usaha suatu kelompok orang-orang kearah pencapaian tujuan bersama.

(William H. Newman)

Berdasarkan batasan —batasan administrasi diatas maka admnistrasi
memiliki lima unsur pokok meliputi: masukan, proses, keluaran, sasaran dan
dampak. Kajian lebih mendalam tentang unsur-unsur administrasi di bidang

kesehatan ini akan dibahas dalam pokok bahasan pendekatan sistem kesehatan.

Upaya kesehatan adalah tindakan yang dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan dan tuntutan guna mengatasi masalah kesehatan. Meskipun diartikan
begitu sederhananya tapi bila kita mencoba mendalami hakekat seluk beluk upaya
kesehatan tersebut maka kita akan menyadari bagaimana rumit dan kompleknya

sebenarnya keberadaan dan kedudukannya dalam sistem kesehatan kita.
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Secara mudahnya istilah administrasi kesehatan dapat diartikan sebagai
pengadministrasian upaya kesehatan. Pengadministrasian upaya kesehatan dapat
diartikan sebagai penerapan fungsi — fungsi administrasi terhadap sumber daya
yang tersedia secara efektif dan efesien untuk dapat menghasilkan pelayanan
kesehatan yang dibutuhkan atau dituntut untuk dapat mengatasi masalah kesehatan
yang dihadapi. Ruang lingkup dalam ilmu administrasi kebijakan kesehatan adalah:

1. Hukum Kesehatan (health law)
Hukum kesehatan membahas tentang peraturan atau perundangan di bidang
kesehatan meliputi:
- undang — undang kesehatan
- hospital by law
- informed consent, dan sebagainya.-

2. Ekonomi kesehatan (health economic)
Ekonomi kesehatan membahas tentang konsep pembiayaan kesehatan,
asuransi kesehatan, analisis biaya, dan sebagainya.-

3. Manajemen tenaga kesehatan (health man power)
Manajemen tenaga kesehatan membahas tentang perencanaan kebutuhan
tenaga kesehatan, motivasi tenaga kesehatan, kinerja tenaga kesehatan, dan
sebagainya.

4. Administrasi rumah sakit (hospital administration)
Administrasi rumah sakit membahas tentang organisasi dan manajemen
rumah sakit, manajemen SDM rumah sakit, manajemen keuangan rumah

sakit, manajemen logistik, dan sebagainya

1.3 Kebijakan Publik
Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita
perlu mengakaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa

inggris sering kita dengar dengan istilah policy.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai
rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam

pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang
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pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis

pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008)
mendefinisikan  kebijakan  sebagai  serangkaian tindakan/kegiatan yang
diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu
dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-
kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka
mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukan bahwa ide kebijakan
melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang
penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus
menunjukan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam

beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang
perdebatan para ahli. Beberapa panduan dalam memahami kebijakan adalah

sebagai berikut:

a. kebijakan harus dibedakan dari keputusan

b. kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari

administrasi
c. kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
d. kebijakan mencakup ketiadaan tindakan atau pun adanya tindakan
e. kebijakan biasanya mempunya hasil akhir yang akan dicapai

f. setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit
maupun implisit

g. kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu

h. kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi
dan yang bersifat intra organisasi

i. kebijakan publik meski tidak ekslusf menyangkut peran kunci lembaga-
lembaga pemerintah

J. kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subjektif.
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Menurut Budi Winarno (2007), istilah kebijakan (policy term) mungkin
digunakan secara luas dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang
lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang

debirokratisasi dan deregulasi.

Kebijakan juga berbeda dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan
dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan.
Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh lagi,
sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada di dalamnya. Anderson

dalam Islamy (2009) menyatakan kebijakan adalah

“a purposive course of action followd by an actor or set of actors in

dealing with a problem or matter of concern”

Yang artinya adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu
yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna
memecahkan suatu masalah tertentu. Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh
Anderson ini menurut Winarno (2007) dianggap lebih tepat karena memusatkan
perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusukan
atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara
kebijakan (policy) dengan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan

diantara berbagai alternative yang ada.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan
abhwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan
atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di
dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai

alternative yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Wiliiam N. Dunn menyebut istilah kebijakan publik dalam bukunya yang

berjudul Analisis Kebijakan Publik, pengertiannya sebagai berikut:
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“Kebijakan Publik (Public Policy) adalah pola ketergantungan yang
kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk
keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan

atau kantor pemerintah” (Dunn, 2003).

Kebijakan publik sesuai apa yang dikemukakan oleh Dunn mengisyaratkan
adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu dengan yang lainnya,
dimana didalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan. Kebijakan
publik yang dimaksud dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Suatu kebijakan
apabila telah dibuat, maka harus diimplementasikan untuk dilaksanakan oleh unit-
unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia, serta
dievaluasikan agar dapat dijadikan sebagai mekanisme pengawasan terhadap

kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.
Edward 111 dan Sharkansky mengemukakan kebijakan publik adalah:

“What government say and do, or not to do, it is the goals or purpose of
government programs. (apa yang dikatakan dan dilakukan, atau tidak
dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari

program-program pemerintah)” (Dalam Widodo, 2001).

Pendapat Edward 11l dan Sharkansky mengisyaratkan adanya apa yang
dilakukan atau tidak dilakukan. Hal ini berkaitan dengan tujuan dan sasaran uang
termuat dalam program-program yang telah dibuat oleh pemerintah. Miriam
Budiarjo mengemukakan pengertian kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan
keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam
usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu (Budiardjo,
2000). Berdasarkan pengertian di atas, kebijakan merupakan suatu kumpulan
keputusan. Keputusan tersebut diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok
politik yaitu pemerintah. Keputusan tersebut berusaha untuk memilih tujuan dan

cara untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Inu Kencana Syafie dalam bukunya yang berjudul Pengantar IImu

Pemerintahan mengutip pendapat Harold Laswell, kebijakan adalah:
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“Tugas intelektual pembuatan keputusan meliputi penjelasan tujuan,
penguraian  kecenderungan,  penganalisaan  keadaan,  proyeksi
pengembangan masa depan dan penelitian, penilaian dan penelitian, serta

penilaian dan pemilihan kemungkinan” (Dalam Syafie, 1992).

Menurut pendapat Harold Laswell tersebut, kebijakan diartikannya sebagai
tugas intelektual pembuatan keputusan yang meliputi berbagai hal yaitu penjelasan
mengenai tujuan yang ingin dicapai dari suatu kebijakan yang telah dibuat,
penguraian kecenderungan untuk memilih beberapa tujuan yang sesuai dengan
keadaan, pengembangan dampak dan kinerja kebijakan di masa depan, serta
melakukan penelitian dan evaluasi. Adapun David Easton, sebagaimana yang
dikutip oleh Muchsin dan Fadillah Putra dalam buku Hukum dan Kebijakan Publik,
mendefinisikan kebijakan publik adalah sebuah proses pengalokasian nilai-nilai
secara paksa kepada seluruh masyarakat yang dilakukan oleh lembaga yang

berwenang seperti pemerintah (Dalam Muchsin dan Fadillah, 2002).

Kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai sifat “paksaan” yang
secara potensial sah dilakukan. Sifat memaksa ini tidak dimiliki oleh
kebijakan yang diambil oleh organisasi-organisasi swasta. Hal ini berarti bahwa
kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat. Sifat inilah yang
membedakan kebijakan publik dengan kebijakan lainnya. Pemahaman ini, pada
sebuah kebijakan umumnya harus dilegalisasikan dalam bentuk hukum, dalam
bentuk Peraturan Daerah misalnya. Sebab, sebuah proses kebijakan tanpa adanya
legalisasi dari hukum tentu akan sangat lemah dimensi operasionalisasi dari
kebijakan publik tersebut. Perlu diperhatikan, kebijakan publik tidaklah sama
dengan hukum, walaupun dalam sasaran praktis di lapangan kedua-duanya sulit

dipisah-pisahkan.

2. Perumusan Kebijakan Publik

Perumusan masalah merupakan langkah awal dalam pembuatan suatu
kebijakan publik. Menurut William N. Dunn suatu perumusan masalah dapat
memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan
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asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan
kebijakan melalui penyusunan agenda (agenda setting) (Dunn, 2003). Hal tersebut
menyimpulkan bahwa kebijakan publik dibuat dikarenakan adanya masalah publik
yang terjadi, sehingga permasalahan tersebut dapat diantisipasi dan mencapai

tujuan yang diharapkan. Dunn pun menjelaskan bahwa:

“Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang
tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-
tujuan yang memungkinkan memadukan pandangan-pandangan yang
bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru” (Dunn,
1993).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari
pembuatan kebijakan publik adalah perumusan kebijakan publik dengan menyusun
setiap permasalahan publik yang terjadi seperti suatu agenda. Contohnya
Rancangan Undang-Undang. Merumuskan masalah publik yang benar dan tepat
dapat didasarkan atau melihat dari karakteristik masalah publik, yaitu:

1. Saling ketergantungan (interdependence) antara berbagai masalah.

2. Subyektivitas dari masalah kebijakan.

3. Artificiality masalah.

4. Dinamika masalah kebijakan

(Subarsono, 2005).

Merumuskan masalah dapat dikatakan tidaklah mudah karena sifat dari
masalah publik bersifat kompleks. Oleh sebab itu lebih baik dalam merumuskan
masalah mengetahui lebih dulu karakteristik permasalahannya. Pertama, suatu
masalah tidak dapat berdiri sendiri oleh sebab itu, selalu ada keterkaitan antara
masalah yang satu dengan yang lain. Sehingga dari hal tersebut mengharuskan
dalam analisis kebijakan untuk menggunakan pendekatan holistik dalam
memecahkan masalah dan dapat mengetahui akar dari permasalahan tersebut.

Kedua, masalah kebijakan haruslah bersifat subyektif, dimana masalah
tersebut merupakan hasil dari pemikiran dalam lingkungan tertentu. Ketiga, yaitu

suatu fenomena yang dianggap sebagai masalah karena adanya keinginan manusia
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untuk mengubah situasi. Keempat, suatu masalah kebijakan solusinya dapat
berubah-ubah. Maksudnya adalah kebijakan yang sama untuk masalah yang sama
belum tentu solusinya sama, karena mungkin dari waktunya yang berbeda atau

lingkungannya yang berbeda.

3. Implementasi Kebijakan Publik
Program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan
masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan
administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Hersel Nogi S.
Tangkilisan mengutip pengertian implementasi menurut Patton dan Sawicki dalam
buku yang berjudul Kebijakan Publik yang Membumi bahwa:
“Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk
merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara
untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang
telah diseleksi” (Dalam Tangkilisan, 2003).

Berdasarkan pengertian di atas, implementasi berkaitan dengan berbagai
kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini
eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir. Seorang eksekutif mampu mengatur
secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung
pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang
telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi relisasi program
yang dilaksanakan. Dunn mengistilahkan implementasi dengan lebih khusus
dengan menyebutnya implementasi kebijakan (policy implemtation) adalah
pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu (Dunn,
2003).

Pengertian di atas dapat disimpulakn bahwa implementasi kebijakan
merupakan pelaksanaan dari pengendalian aksi kebijakan dalam kurun waktu
tertentu. Pendapat Riant Nugroho D. dalam bukunya yang berjudul Kebijakan

Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. la mengemukakan bahwa:
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“Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan
dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk
mengimplemntasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang
ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program
atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik
tersebut” (Nugroho, 2004).

Implementasi kebijakan menurut pendapat di atas, tidak lain berkaitan
dengan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan. Kebijakan publik tersebut
diimplementasikan melalui bentuk program-program serta melalui turunan.
Turunan yang dimaksud adalah dengan melalui proyek intervensi dan kegiatan
intervensi. Menurut Darwin terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam
persiapan proses implementasi yang perlu dilakukan, setidaknya terdapat empat hal
penting dalam proses implementasi kebijakan, yaitu pendayagunaan sumber,
pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi,
manajemen program, dan penyediaan layanan dan manfaat pada publik (Widodo,
2001).

Persiapan proses implementasi kebijakan agar suatu kebijakan dapat
mewujudkan tujuan yang diinginkan harus mendayagunakan sumber yang ada,
melibatkan  orang atau  sekelompok orang dalam implementasi,
menginterprestasikan kebijakan, program yang dilaksanakan harus direncanakan
dengan manajemen yang baik, dan menyediakan layanan dan manfaat pada
masyarakat. Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan
suatu program, Subarsono mengutip pendapat G. Shabbir Cheema dan Dennis A.
Rondinelli dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori
dan Aplikasi), mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi
implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis.
Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Kondisi lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi

kebijakan, lingkungan tersebut mencakup lingkungan sosio cultural serta
keterlibatan penerima program.
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2. Hubungan antar organisasi. Implementasi sebuah program perlu
dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan
koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

3. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program. Implementasi
kebijakan perlu disukung sumberdaya, baik sumberdaya manusia
(human resources) maupun sumberdaya non-manusia (non human
resources).

4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Maksudnya adalah
mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan
yang terjadi dalam birokrasi dimana semua itu akan mempengaruhi
implementasi suatu program

(Dalam Subarsono, 2005).

Berdasarkan faktor di atas, yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar
organisasi, sumberdaya organisasi untuk mengimplementasi program, karakteristik
dan kemampuan agen pelaksana merupakan hal penting dalam mempengaruhi suatu
implementasi program. Sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kinerja dan
dampak dari suatu program yaitu sejaun mana program tersebut dapat mencapai
sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

C. Latihan
a. Sebutkan salah satu pengertian kebijakan publik
b. Apakah yang dimaksud dengan Implementasi kebijakan publik?

D. Kunci Jawaban

a. Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008)
mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang
diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan

tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan
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kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan

tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu

b. Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk
merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara
untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang
telah diseleksi.
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